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ABSTRAK 

Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Pada CV. A 

 Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) mengatur pemotongan pajak 

yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri yang berasal dari modal, 

penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, 

penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilaksanakan oleh CV 

A dan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa CV A telah melakukan perhitungan, penyetoran, dan 

pelaporan PPh Pasal 23 dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu 

penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sementara 

pelaporan dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. 

Kata Kunci : Perhitungan, penyetoran, pelaporan, pajak penghasilan pasal 23 

 

Procedures for Calculation, Payment, and Reporting of Article 23 Income Tax 

for CV. A 

Income Tax Article 23 (PPh Pasal 23) regulates the tax withholding imposed 

on income received by domestic taxpayers from capital, service delivery, or 

activities other than those subject to Income Tax Article 21. This study aims to 

examine the calculation, payment, and reporting of Income Tax Article 23 

implemented by CV A and whether it complies with the applicable regulations. 

The findings show that CV A has correctly calculated, paid, and reported PPh 

Pasal 23 in accordance with the regulations, with payments made no later than the 

10th of the following month, and reporting completed no later than 20 days after 

the end of the tax period. 

Keywords: Calculation, Payment, Reporting, Income Tax Article 23 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berupaya 

melaksanakan pembangunan guna mempercepat kemajuan ekonomi dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan pemerintahan dan 

pembangunan, pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang signifikan dan 

berkelanjutan. Dana tersebut digunakan untuk mendanai berbagai program seperti 

pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, sektor pendidikan, 

kesehatan, serta berbagai program sosial lainnya yang mendukung kesejahteraan 

rakyat.  

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2024,  

disebutkan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak diperkirakan 

mencapai Rp2.309.859.945.000.000,00, yang dimana itu mencakup sekitar 82,3% 

dari total pendapatan negara yang sebesar Rp2.802.294.316.629.000,00. Dimana 

ini menunjukan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi 

Indonesia dan salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya (Mardiasmo, 2018). Menurut Undang-Undang KUP 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi atau badan kepada negara, yang 

bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang.  

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat 

melalui Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya masuk ke dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meliputi pajak penghasilan, pajak bumi 

dan bangunan, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea meterai, 

sementara pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan 

Daerah, dan hasilnya dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), yang terdiri dari pajak provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor 
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dan pajak rokok, serta pajak kabupaten/kota, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan 

pajak bumi dan bangunan. 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari tiga jenis, yaitu Self-

Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System. Pada Self-

Assessment System, wajib pajak memiliki peran aktif dalam menghitung, 

membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri, sementara petugas pajak 

hanya berfungsi untuk mengawasi dan memeriksa. Sistem ini diterapkan pada pajak 

penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Official Assessment System 

mengandalkan fiskus untuk menentukan besaran pajak terutang, dengan wajib 

pajak bersifat pasif, dan diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Sementara pada Withholding System, pihak ketiga, seperti 

bendahara atau divisi perpajakan perusahaan, bertanggung jawab untuk memotong 

pajak dari penghasilan dan menyetorkannya kepada negara, yang mencakup PPh 

Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN. 

Berdasarkan Pasal 23 UU PPh, PPh Pasal 23 merupakan pajak yang 

dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, sewa, bunga, royalti, atau hadiah 

dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang pembayarannya 

dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri. Sistem pemotongan atas PPh Pasal 23 

yaitu withholding system, yaitu pihak ketiga mempunyai kewajiban memotong 

pajak. Wajib Pajak selanjutnya menyetorkan ke kas negara atas penghasilan yang 

dipotong pajak. Pihak ketiga yang dimaksud sebagai pemotong atas PPh Pasal 23 

yaitu badan pemerintah, subjek pajak Badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, 

BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak dalam negeri 

dan BUT merupakan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23. 

CV. A yang didirikan pada 15 Juni 2022 bergerak di bidang usaha jasa 

dengan fokus pada layanan pendukung aktivitas perjalanan wisata. Sebagai Wajib 

Pajak dan pemotong PPh Pasal 23, CV A berkewajiban untuk memotong, menyetor, 

dan melaporkan pajak atas pembayaran yang diterima dari pihak ketiga terkait 
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dengan jasa atau sewa yang disediakan. Biaya sewa atau jasa yang diterima oleh 

CV A harus dipotong sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 23. Pemotongan tersebut 

kemudian disetorkan ke negara dan dilaporkan melalui aplikasi Elektronik Bukti 

Potong (e-Bupot). Aplikasi ini mempermudah pelaporan dan memastikan bahwa 

pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak dilakukan dengan benar sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Direktur Jenderal Pajak melalui Peraturan Nomor PER-17/PJ/2021 

memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan PPh Pasal 23. Peraturan ini mengatur dengan rinci kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemotong, meliputi langkah-langkah 

dalam melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak 

dalam negeri. Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan tentang prosedur 

penyetoran pajak yang telah dipotong ke kas negara, serta kewajiban untuk 

melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak tersebut melalui aplikasi Elektronik 

Bukti Potong (e-Bupot). Penggunaan e-Bupot diatur agar proses pelaporan dapat 

dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan akurat, serta memastikan bahwa 

seluruh kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat memudahkan pemotong pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka serta meningkatkan kepatuhan 

pajak di Indonesia. 

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh CV A, 

terutama terkait dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang 

diatur dalam peraturan yang berlaku, termasuk PER-17/PJ/2021. Penelitian ini 

mengevaluasi sejauh mana CV A telah mengikuti prosedur pemotongan dan 

pelaporan yang tepat, sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia. 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 

23 pada CV A? 

1.2.2 Bagaimana tata cara penyetoran pajak penghasilan pasal 23 pada CV A? 

1.2.3 Bagaimana tata cara pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada CV A? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tata cara 

perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang 

diterapkan oleh CV A. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan 

pemahaman yang lebih jelas mengenai kewajiban perpajakan yang harus 

dipenuhi oleh perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan wawasan mendalam terkait proses perpajakan yang 

efektif, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam tentang kewajiban perpajakan dalam praktik dunia usaha, 

khususnya mengenai PPh Pasal 23. Mahasiswa akan memperoleh 

pengetahuan yang dapat diterapkan saat mereka menjalani magang atau 

bekerja di perusahaan, terutama di bidang perpajakan. Hal ini juga 

meningkatkan kesiapan mereka menghadapi tantangan yang berkaitan 

dengan perpajakan di dunia kerja. 

b. Bagi CV A 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

lebih jelas mengenai proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan PPh Pasal 23, serta membantu perusahaan dalam mematuhi 

kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Dengan demikian, CV A dapat 

mengurangi risiko kesalahan dalam pemotongan pajak dan menghindari 

potensi sanksi yang merugikan perusahaan. 

c. Bagi Politeknik Negeri Bali 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

mengembangkan materi ajar yang relevan dengan praktik perpajakan di 

dunia usaha. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

  Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik simpulan bahwa mekanisme perhitungan PPh Pasal 23 yang 

dilakukan oleh CV A sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan. Hal ini dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak 

dengan dasar pengenaan pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan 

yang ditetapkan. Pajak Terutang = Tarif x jumlah Penghasilan Bruto, 

atau Pajak Terutang = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak. 

1. Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 23 : CV A telah melakukan 

perhitungan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dengan cara mengalikan 

tarif pajak (2%) dengan jumlah penghasilan bruto (Dasar Pengenaan 

Pajak) yang diterima oleh penyedia jasa. 

2. Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 : CV A sudah mematuhi 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, yang 

mengatur jenis jasa yang dikenakan PPh Pasal 23, seperti jasa 

konsultan, dengan tarif pemotongan 2% yang sesuai dengan 

ketentuan perpajakan. 

3. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 : CV A telah 

melakukan penyetoran PPh Pasal 23 sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, yaitu sebelum 

tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan sistem e-Bupot atau e-

Billing. Selain itu, pelaporan juga dilakukan tepat waktu melalui 

aplikasi e-Bupot sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa 

pajak berakhir. 
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5.2. Saran 

  Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, disarankan 

agar pihak perusahaan selalu mengingat batas tanggal pelaporan dan 

penyetoran pajak untuk menghindari keterlambatan yang dapat 

mengakibatkan sanksi pajak. Meskipun CV A sudah mematuhi 

peraturan dalam perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajaknya, 

disarankan untuk terus mempertahankan kepatuhan tersebut agar tetap 

menjadi Wajib Pajak yang taat dan dapat menjadi contoh bagi Wajib 

Pajak lainnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, 

untuk menghindari kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak, 

CV A juga disarankan untuk selalu memantau dan memperbarui 

informasi terkait perubahan peraturan perpajakan yang dapat 

mempengaruhi penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 23. 
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